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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP ini disusun
dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun
anggaran 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan
penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik
dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022
disusun dengan mengacu pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.
Laporan ini memuat pencapaian kenerja pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan
sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Renstra Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka
memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah
ditetapkan.

Lumajang, .2( Januari 2023

T NIP. 196600709 199703 1 001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKjIP juga
sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD menuju terwujudnya good and clean
governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan seluruh
program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program,
kegiatan, dan sub kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKilP). Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran program,
kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang, program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan sesuai dengan arah
kebijakan yang diformulasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023
yang dijabarkan dalam Program Kerja setiap tahun anggaran.

Dengan Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana yang
ada, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan 3
program, 11 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi
anggaran. Hal ini Dapat dilihat pada Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
meliputi 2 sub kegiatan.
Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 15.857.000 Realisasi Rp. 15.759.300

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi 4 sub kegiatan.
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 47.261.378.611 Realisasi Rp.
36.176.591.043

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi 1 sub kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 262.054.000 Realisasi Rp. 256.412.727
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. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi 6 sub kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.247.839.142 Realisasi Rp.
1.246.100.037

. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3
sub kegiatan.

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 723.468.200 Realisasi Rp.
716.340.275

. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah meliputi 4 sub kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 544.093.796 Realisasi Rp. 542.795.695

. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah meliputi 13 sub
kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 1.053.462.447 Realisasi Rp.
1.052.746.967

. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah meliputi 7 sub
kegiatan.
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 540.142.600 Realisasi Rp. 488.153.500

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi 7 sub
kegiatan.
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 427.188.850 Realisasi Rp. 462.169.110

- Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4
sub kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 389.100.436.661 Realisasi Rp.
381.604.380.568,14



3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi 12 sub kegiatan.

Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 1.875.783.000 Realisasi
1.655.768.863

~—————-—-- 00000 —-——-—----—--
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BAB. |
PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK|jIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan
atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka setiap pemeriniah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan
selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti
mengalami peningkatan/ penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasilnya.
Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan
sistem dan prosedur yang sama, sebagimana sistem dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/ petunjuk pelaksanaannya.
Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing
kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi
kinerja dimulai dari evaluasi kinerja kegiatan, evalausi kinerja program dan evaluasi
kinerja kebijakan daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dimaksudkan
sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja
organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi
dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung
jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun
amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi
dan misi yang telah ditetapkan.
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1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1.2.1 Tugas
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten

Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang,

sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di

Kabupaten Lumajang. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

1.2.2 Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Cc. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola
Keuangan Daerah;

d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat dengan ruang lingkup :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
3. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan ruang lingkup :
1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
6. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
1. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

M
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Dengan uraian sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis
administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya
ditetapkan sebagai pedoman kerija;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan
masyarakat;
pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai:
penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan
keamanan dan kebersihan Badan;

I. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasaranga;

j.  pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

I.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas :

a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) menyusun rencana kebutuhan pegawai dan melaksanakan administrasi
kepegawaian;

¢) menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pelatihan pegawai;

d) menyiapkan dan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan barang dan
rencana pemeliharaan barang Badan;

e) melaksanakan koordinasi pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Badan;

f) melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Badan;

g) melaksanakan urusan rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan Badan;

_——
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h) melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
Badan;

i) melaksanakan koordinasi penyediaan dan pengelolaan sistem pemerintahan
berbasis elekironik;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, serta
pembiayaan. Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Anggaran mempunyai
fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran yang selaras dengan Rencana Strategi
dan Rencana Kerja Badan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;

C. pengoordinasian dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementarg;

d. pengoordinasian, penyusunan, dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

€. pengoordinasian, penyusunan, dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

f. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

g. pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. pengoordinasian dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;

i.  pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

J. pembinaan penganggaran daerah;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

| pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu
diambil kepada Kepala Badan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

“
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Bidang Anggaran membawahi 2 sub bidang meliputi:
1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran
Pendapatan dan Pembiayaan;

b) melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk Badan Layanan Umum
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c) melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d) memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
periu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang

Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyusunan
Anggaran;

b) menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

C) menyusun anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah;

d) melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban
eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e) melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f) melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g) memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang
perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran; dan

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

“
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3. Bidang Perbendaharaan :

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan. Untuk

melaksanakan tugas di atas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

h.
.

j.
Bid
1)

penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;

perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah;

pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;

pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeranh;

penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

ang Perbendaharaan membawahi 2 sub bidang meliputi:

Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;

Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan
Penerimaan;

b) melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah;

c) meneliti kebenaran Ilaporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional
bendahara penerimaan;

d) melaksanakan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah ;

e) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen persyaratan penyaluran
pendapatan transfer;

f) melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran pendapatan
transfer dengan instansi terkait;

g) melaksanakan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang
tidak melalui rekening kas daerah;

h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan;

i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan.
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2) Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.

Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan
Pengeluaran;

b) meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan menerbitkan surat
perintah pencairan dana;

c) melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum
daerah;

d) melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
Perhitungan Fihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan
Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
instansi terkait;

e) meneliti kebenaran laporan surat pertanggungjawaban fungsional bendahara
pengeluaran;

f) melaksanakan anggaran kas bendahara umum daerah;

g) melaksanakan penatusahaan surat penyediaan dana;

h) meneliti kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran;

i) melaksanakan penelitian kelengkapan dan pemutakhiran daftar gaji Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

) melaksanakan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Perbendaharaan;

I) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

m
LKjIP Badan Pengalola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Tahun 2022 8




d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka implementasi
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah;

e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa;

f. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan
pemerintah daerah;

g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi 2 sub bidang

meliputi :

1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi
Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data
Akuntansi;

b) menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh
dokumen sumber/bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan
Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan;

c) menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh
dokumen sumber/bukti transaksi finansial meliputi pendapatan laporan
operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas;

d) melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses
pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi
finansial;

e) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan;

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaporan
Keuangan;

b) mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

c) melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

d) mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

e) menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun:

f) menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

m
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1. laporan realisasi anggaran;
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. neraca;
4. laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan.

g) menyusun rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h) mengevaluasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah;

i) mengoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah;

J) mengoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah;

k) mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan;

I) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan;

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

5. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah
Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang
milik daerah, Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset;

penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;

pelaksanaan inventarisasi barang daerah;

pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;

@ ™0 00 T ®

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi 2 sub bidang

meliputi :

1. Sub Bidang Penatausahaan Barang

Sub Bidang Penatausahaan Barang mempunyai tugas :

a) Penatausahaan Barang;

b) mengumpulkan dan memasukkan data laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan 5 (lima) tahunan
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

m
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c) menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan
penyusunan Neracz;

d) menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan barang milik daerah;

e) melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus barang Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

f) melaksanakan sensus barang Daerah;

g) melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang
Penatausahaan Barang;

h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas

a) merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Daerah;

b) meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau kerja sama,
pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangun serah guna, dan
kerjasama prasarana infrastruktur barang milik daerah yang tidak berada
dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna/Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c) meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta
penyertaan modal barang berupa tanah, dan/atau bangunan milik daerah:;

d) meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta
penyertaan modal barang milik daerah selain tanah, dan/atau bangunan
yang tidak berada dalam penguasaaan pengguna dan/atau kuasa pengguna
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

€) menyusun dan merumuskan draft Surat Keputusan Penghapusan Barang
Daerah;

f) meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindahtangan barang selain tanah
dan bangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g) memberikan saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang
menyangkut kerugian daerah;

h) melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang daerah;

i) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

J) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
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6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok
dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis
jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.4 Kepegawaian

Pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 61
(enam puluh satu) orang. Komposisi pegawai pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Status Kepegawaian

a. Jabatan Struktural : 14 Orang
b. Jabatan Fungsional : 5 Orang
c. Staf PNS : 13 Orang
d. Honorer : 29 Orang
2. Tingkat Pendidikan PNS
a. Magister (S 2) : 3 Orang
b. Sarjana (S1) : 15 Orang
c. Sarjana Muda / Diploma Il > 4 Orang
d. Sarjana Muda /Diploma li : - Orang
e. Sarjana Muda / Diploma | : - Orang
f. SLTA : 9 0rang
g. SLTP : 10rang
h. SD : -Orang
3. Tingkat Pendidikan PTT
a. Sarjana (S1) : 17 Orang
b. Sarjana Muda/Diplomalll : 1 Orang
c. Sarjana Muda / Diploma Il - 1 0rang
d. Sarjana Muda / Diploma | : 10rang
e. SLTA : 80rang
f. SLTP : 1 0rang
g. SD : - Orang

4. Pangkat dan Golongan
a. Pembina Utama Muda (IV/c) : - Orang

b. Pembina Tingkat | (1V/b) : 20rang
c. Pembina ( IV/a) : 2 Orang
d. Penata Tingkat I/ (lli/d ) : 11 Orang
e. Penata (lll/c) : 3 Orang
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f. Penata Muda Tingkat | (lilb) : 3 Orang

g. Penata Muda ( lil/a ) : 4 Orang
h. Pengatur Tingkat | (I/d ) : 4 Orang
i. Pengatur (ll/c) : 2 Orang
J. Pengatur Muda Tingkat | (II/b ) : 1 Orang
k. Pengatur Muda ( Ilfa) : - Orang
l. Juru Tingkat | (I/d ) : - Orang
m. Juru (l/c) : - Orang
n. Juru muda Tingkat | ( I/b) : - Orang
0. Juru muda (l/a) : - Orang
5. Tenaga Honorer : 29 orang

1.2.5 Dasar Hukum
Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja
utama di likungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 24 Tahun 2017 tentang Reviu
RPJMD Kabupaten Lumajang.

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun
2018 —2023.

m
-_
LKjIP Badan Pengalola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Tahun 2022 13



1.2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola
Keuangan Daerah

Gambaran mengenai kondisi lingkungan internal dan eksternal Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja
pelayanan disajikan pada Analisis SWOT berikut:

1) Strenght (Kekuatan)

Lingkungan internal yang menjadi kekuatan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang dalam mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang serta
seluruh staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di tandai
dengan adanya perjanjian kinerja.

b. Sebagian besar SDM berpendidikan memadai (S1 dan S2).

c. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya
tugas pokok dan fungsi.

€. Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Pengelola
Barang Milik Daerah. Posisi ini tidak di miliki oleh OPD lainnya.

f. Pengelolaan keuangan telah di dukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang
memadai.

g. Sistem Informai Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pengeluaran
telah terintegrasi dengan Bank Jatim.

h. Telah tersedia sistem dan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2) Weakness (Kelemahan)

Lingkungan internal yang menjadi kelemahan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
sebagai berikut :

a. Jumlah SDM terbatas dan tidak berimbang dengan jumlah beban kerja yang tinggi,
sedangkan beberapa posisi jabatan struktural masih kosong.

b. Terbatasnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
serta rendahnya tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan
dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal
SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran saja.
Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum siap. Dengan
resiko:

¢ Menghambat pelayanan pencairan dana dalam pelaksanaan APBD
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¢ Menghambat transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

d. Pengamanan Aset Daerah khususnya tanah masih belum optimal.

3) Opportunity (Peluang)

Faktor eksternal yang menjadi peluang yang masih bisa di raih dan dikembangkan
untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah, antara
lain :

a. Kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sangat membantu di dalam
sumber pendanaan di dalam penyusunan APBD.

b. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder telah berjalan dengan baik.

c. Pengalaman memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK R.l selama 4
(empat) kali mendorong untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah.

d. Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang ada masih terbuka untuk bisa
dikembangkan guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi.

e. Komitmen pimpinan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, transaparan dan akuntabel.

f. Terbuka kesempatan untuk pengembangan SDM melalui diklat/ bimtek yang
diselenggarakan oleh Instansi/ lembaga pemerintah pusat dan propinsi.

4) Treath (Ancaman)

Faktor eksternal yang menjadi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
antara lain :

a. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/ daerah
menuntut adanya kesiapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan
regulasi.

b. Adanya tuntutan yang sangat kuat dari masayarakat untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh
BPK R.l dan aparat pemeriksa lainnya semakin ketat.

d. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya kemampuan untuk
dapat cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat yang semakin ketat berpotensi
mengganggu sumber pendanaan di dalam APBD.

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang
telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya.
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1. 4. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
adalah sebagai berikut:

BAB. | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika
BAB. Il PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022
1. Tujuan
2. Sasaran
3. Strategi
4. Kebijakan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB. lil AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

3.2 Pengukuran Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran
BAB. IV PENUTUP
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BAB. i
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RINGKASAN/ IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dengan diberlakukanya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana Strategis
merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran
kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana
Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk untuk mengantisipasi persoalan dan
perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka wakiu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran
keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang
kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran — sasaran yang
ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian,
apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah
dicapai

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai
tersebut yaitu Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan
daerah.

e e e e e e e T————
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3. Strategi

Strategi merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategis
Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan
regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang
hendak dicapai.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang
sudah ada seperti, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen Aparatur yang tinggi
dan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti, beban kerja yang belum
terstandarisasi dan sarana prasarana yang belum memadai. Selanjutnya mencari solusi
terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan
persepsi dengan pemeriksa dalam pelaksanan peraturan, adanya perubahan peraturan
yang sangat cepat dan informasi yang semakin terbuka. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sasaran berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan PengelolaKeuangan Daerah
Kabupaten Lumajang diuraikan dalam table berikut :

TUJUAN SASARAN INDIKATOR
LMeningkatnya Kualitas | Mempertahankan | Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
ketertiban
Laporan Keuangan administrasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pemerintah Daerah. pengelolaan APBD
keuangan
daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Perubahan APBD

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) kepada BPK-RI

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pertanggungjawaban APBD

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2018-2023. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja,
yang merupakan komitmen Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang

dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2022.

“
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Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran,

maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dan
sub kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam
pemenuhan kemajuan organisasi.
Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan
pendapatan, belanja dan aset daerah merupakan arahan kebijakan, sehingga dapat
diwujudkan sebagai bahan kajian untuk mempertimbangkan pelaksanaan perencanaan
program dan kegiatan ke depan.

NO PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. 50.054.690.749
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

1. 15.857.000
Perangkat Daerah

1. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.536.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

2 6.321.000
SKPD

2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 47.261.378.611
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.432.370.411

2. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 661.864.200

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
3. 143.084.000
Keuangan SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

4. ) 24.060.000
Pemeriksaan

3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 262.054.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

1. ] 262.054.000
dan Fungsi

4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.247.839.142
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

1. 5.156.000
Bangunan Kantor

2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 448.039.342

3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 429.176.200

4. | Penyediaan Bahan/Material 6.431.600

5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.145.000

6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.891.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

5. 723.468.200
Daerah

1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.368.000

“
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

2. 386.699.000
Listrik

3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 327.401.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

6. 544.093.796
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

1. | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 164.833.700
Lapangan

2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.600.000

3. | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan

4. 79.660.096
Bangunan Lainnya

2. | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 391.166.230.558
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran

1. 1.053.462.447
Daerah

1. | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 34.789.020
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan

2. 48.769.747
Perubahan PPAS

3. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 138.080.000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-

4. 40.610.000
SKPD

5. | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 74.500.824
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-

6. 34.261.458
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

7. | APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 130.965.051
APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

8. | Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 90.274.469
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan

9. | .. 76.881.878
Bidang Anggaran

10. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 119.750.000

11. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 114.580.000

12. | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 129.590.000
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah

13. 20.400.000
Kabupaten/Kota

2. | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 540.142.600

m
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1. | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 140.134.000

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
2. 5.318.000
Anggaran Kas dan SPD

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
3. | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan 138.080.000
dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
4. _ 87.322.000
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan

dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
5. | serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan 61.010.000
Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran
6 ) 52.586.600
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub

Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
% 55.692.000
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
3. 472.188.850
Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
1. 146.965.200
Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

2. | Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan 73.800.000
Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan

3. 131.567.400

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

4. | APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 69.270.000
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban

5, Y b o 4.917.250
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional

6. 24.563.000

Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
7 _ _ 21.106.000
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

“
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Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan

4. 389.100.436.661
Daerah
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan

¥ ) 9.343.427.505
bunga pinjaman pemerintah daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

2. 346.096.431.510
Keuangan

3. | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 23.684.030.921

4. | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0.976.546.725

3. | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.875.783.000

1. | Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.875.783.000

1. | Penyusunan Standar Harga 74.908.200
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar

2. B 9.220.000
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

3 12.921.600
Daerah

4. | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 27.130.000

5. | Penatausahaan Barang Milik Daerah 10.090.700

6. | Pengamanan Barang Milik Daerah 1.143.872.000

7. | Penilaian Barang Milik Daerah 6.012.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang

8. 13.310.000
Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

9. | Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 218.651.000
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang

10.| 18.046.600
Milik Daerah

11. | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 27.055.400
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

12. 314.565.500

Kabupaten/Kota
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AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Capaian Indikator dan Target Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 akan disajikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2020

Tujuan Sasaran Target 2019 Realisasi Prosentase
Meningkatnya Memperoleh WTP WTP atas 100%
Kualitas Laporan | Opini WTP dari Laporan
Keuangan BPK-RI Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah Tahun

2019
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2021

Tujuan Sasaran Target 2020 Realisasi Prosentase
Meningkatnya Memperoleh WTP WTP atas 100%
Kualitas Laporan | Opini WTP dari Laporan
Keuangan BPK-RI Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah Tahun

2020
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022

Tujuan Sasaran Target 2021 Realisasi Prosentase
Meningkatnya Mempertahankan | WTP WTP atas 100%
Kualitas Laporan | ketertiban Laporan
Keuangan administrasi Keuangan
Pemerintah pengelolaan Pemerintah
Daerah keuangan daerah Daerah Tahun

2021

m
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Capaian kinerja untuk sasaran Memperoleh Opini WTP dari BPK-RI berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2019 dan tahun 2020 dapat terealisasi
100% dan untuk tahun 2021 dengan sasaran Mempertahankan ketertiban administrasi

pengelolaan keuangan daerah dan target WTP dapat terealisasi 100% artinya Sasaran

Badan Pengelola Keuangan Daerah berhasil dicapai WTP yang merupakan opini

tertinggi dari BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase dari berbagai macam sasaran

sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing

indikator sasaran prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga

memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur

capaian sasaran dari prioritas kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

SASARAN
Target
Uraian Indikator Formula 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mempertahankan | Persentase Jumlah waktu riil 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ketertiban Ketepatan Waktu penyampaian
administrasi Penyampaian Raperda APBD
pengelolaan Rancangan
keuangan daerah | Peraturan Daerah X 100%
(Raperda) APBD Jumiah waktu normal
penyampaian
Raperda APBD
Persentase Jumiah wakitu riil 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ketepatan Waktu penyampaian
Penyampaian Raperda Perubahan
Rancangan APBD
Peraturan Daerah X 100%
(Raperda) Jumlah waktu normal
Perubahan APBD penyampaian
Raperda Perubahan
APBD
Persentase Jumlah waktu riil 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ketepatan waktu penyampaian LKPD
penyampaian
Laporan Keuangan X 100%

Pemerintah Daerah
(LKPD) kepada
BPK-RI

Jumlah waktu normal
penyampaian LKPD

E=—........-——————— ]
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Persentase Jumiah waktu riil 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ketepatan Waktu penyampaian
Penyampaian Raperda
Rancangan Pertanggungjawaban
Peraturan Daerah APBD
(Raperda) X 100%
Pertanggungjawab- | Jumiah waktu normal
an APBD penyampaian
Raperda
Pertanggungjawaban
APBD
Laporan Kinerja merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas

pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam

suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini didasarkan kepada pengukuran dan

evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018-2023

yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhimya pelaksanaan kegiatan tahun

anggaran 2022.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022, diperoleh pencapaian indikator kinerja utama

(IKU) antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Indikator Penjelasan/ Penanggu
Sumber Data .
Kinerja Utama Form Perhitungan ng-jawab
1 2 3 4
1. Persentase Jumlah waktu riil penyampaian Raperda APBD |- Surat Edaran | Kepala
Ketepatan X 100% Bupati Badan
Wakiu Jumiah wakiu normal penyampaian Raperda Lumaijang Pengelola
Penyampaian | APBD Nomor SE- Keuangan
Rancangan Penjelasan : 900/2067/427. | Daerah
Peraturan e Jumiah waktu normal penyusunan Raperda 73/2022 itg
Daerah APBD adalah 2 bulan, yakni awal bulan Pedoman
(Raperda) Agustus s/d awal bulan Oktober = 62 hari Penyusunan
APBD o Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, Rencana
penyusunan Raperda APBD tidak tepat Kerja dan
waktu Anggaran
« Nilai < 100 % = kurang/ sama dengan waktu (RKA) SKPD
normal, penyusunan Raperda APBD tepat Tahun
waktu Anggaran.
2023 tgl 15
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Perhitungan : Agustus 2022
23 - Penyampaian
——X 100% = 37 % (Tepat Waktu) Raperda
62 tentang APBD
Waktu Riil = 15 Agustus 2022 s/d 6 September TA. 2023
2022 kepada DPRD
= 23 hari tanggal 6
September
2022
2. Persentase Jumiah waktu riil penyampaian Raperda - Surat Edaran Kepala
Ketepatan Perubahan APBD Bupati Badan
Waktu X 100% Lumajang Pengelola
Penyampaian | Jumlah waktu normal penyampaian Raperda Nomor 900/ Keuangan
Rancangan Perubahan APBD 014/127.73/ Daerah
Peraturan Penjelasan : 2022 Tentang
Daerah e Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Persiapan
(Raperda) Perubahan APBD 2 bulan yakni awal Perubahan
Perubahan minggu ke 2 Agustus s/d minggu ke 2 APBD Tahun
APBD Oktober) = 76 hari Anggaran 2022
e Nilai > 100 % = melebihi waktu normal, - Penyampaian
penyusunan Raperda P-APBD tidak tepat Raperda
waktu tentang
e Nilai < 100 % = kurang/ sama dengan waktu | Perubahan
normal, penyusunan Raperda perubahan APBD kepada
APBD tepat waktu. DPRD Nomor
Perhitungan : 900/ 2103/
15 427.731 2022
——X 100% = 19,73 % (Tepat Waktu) pada tanggal 18
76 Agustus 2022
Waktu Riil = 2 Agustus 2022 s/d 18 Agustus
=15 hari
3. Persentase Jumlah waktu riil penyampaian LKPD Berita Acara Kepala
ketepatan X 100% | Penyampaian Badan
waktu Jumlah waktu normal penyampaian LKPD Laporan Pengelola
penyampaian Penjelasan: Keuangan Keuangan
Laporan a. Jumiah waktu normal penyampaian LKPD Pemerintah Daerah
Keuangan adalah 3 bulan setelah tahun anggaran Daerah (LKPD)
Pemerintah berakhir ( s.d 31 Maret) = 20 hari unaudited Kab.
Daerah (LKPD) Lumajang TA.
kepada BPK-RI | b. Apabila : 1 2021 Tanggal 24
= Nilai > 100%, maka hal dimaksud berarti | Maret 2022
melebihi waktu normal penyampaian

=S —————————————————————— -
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LKPD, sehingga dinyatakan tidak tepat
waktu.

» Nilai < 100%, maka hal dimkasud berarti
kurang atau sama dengan dari wakiu
normal penyampaian LKPD, sehingga
dinyatakan tepat waktu.

Perhitungan :

83

——X 100% = 92% (Tepat Waktu)

90

Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 24 Maret 2022
= 83 har

4. Persentase
Ketepatan Wakiu
Penyampaian
Rancangan
Peraturan
Daerah
(Raperda)
Pertanggungjawa
ban APBD

Jumlah waktu riil penyampaian Raperda
Pertanggungjawaban APBD

X 100%
Jumiah waktu normal penyampaian Raperda
Pertanggungjawaban APBD

Penjelasan :

a. jumiah waktu normal penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan
setelah tahun anggaran berakhir = 180 hari.
b. Apabila :

e Nilai > 100%, maka hal dimkasud
berarti melebihi waktu normal
penyusunan Raperda
pertanggungjawaban APBD, sehingga
dinyatakan tidak tepat waktu.

e Nilai < 100%, maka hal dimkasud
berarti kurang atau sama dengan dari
waktu normal penyusunan Raperda
pertanggungjawaban APBD, sehingga
dinyatakan tepat waktu.

Perhitungan :

150

——X 100% = 83% (Tepat Waktu)

180

Waktu Riil = 1 Jan 2022 s.d 30 Mei 2022
= 150 hari

- Penyampaian
Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD kepada
DPRD Nomor
900/258/427.73
/2022 tanggal
30 Mei 2022

Kepala
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah

s
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3.2. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana
Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan
pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase
pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi
realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dengan realisasinya.

NO | Indikato Kinerja Kinerja Anggaran

Utama Target | Realisasi | Capaian Target Realisasi Capaian

1 Persentase 100% 100% 100% Rp. 839.546.773 | Rp. 839.021.007 | 92.93%
Ketepatan Wakiu
Penyampaian
Rancangan
Peraturan Daerah
(Raperda) APBD

2 Persentase 100% 100% 100% Rp. 213.915.674 | Rp. 213.725.960 | 99.91%
Ketepatan Wakiu
Penyampaian
Rancangan
Peraturan Daerah
(Raperda)
Perubahan APBD

3 Persentase 100% 100% 100% Rp. Rp. | 98.06%
Ketepatan Wakiu 389.640.579.261 | 382.092.534.068,
Penyampaian 14
LKPD kepada
BPK-RI

4 Persentase 100% 100% 100% Rp. 472.188.850 Rp.462.169.110 | 97.87%
Ketepatan Wakiu
Penyampaian
Perda
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD

Capaian 100% 391.166.230.558 | 383.607.450.145, | 98.06%
14

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018 — 2023
dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

_-—--|-----— e s s e e
LKjIP Badan Pengalola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Tahun 2022 28




Daerah Kabupaten Lumajang selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun
kuantitas. Tolok ukur kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
dengan indikator kualitas Opini BPK R.l terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal dan eksternal yang akan
terus dilakukan evaluasi dan koreksi untuk capaian kinerja pelayanan yang lebih baik.
Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Penyesuaian Kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
implementasi kebijakannya sebagai dampak dari perubahan peraturan dasar di
bidang pengelolaan keuangan daerah. Sehingga mengakibatkan:

a. Pemahaman stekholder terkait di bidang pengelolaan keuangan belum
memadai dengan  diundangkannya  peraturan  dibidang pengelolaan
keuangan. Adapun perubahan mendasar peraturan dimaksud adalah sebagai
berikut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
keuangan daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar
Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomeklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

b. Diperlukannya penyesuaian peraturan kepala daerah dibidang pengelolaan
keuangan daerah sebagai pedoman teknis sebagaimana didelegasikan oleh
peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.

2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD
a. Pemahaman Pengguna dalam operasional SIPD masih kurang memadai
b. SIPD Kementrian dalam Negeri belum terintegrasi dengan SIPKD efinance
3. Belum optimalnya SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan
penganggaran saja.

a. Penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum siap

b. Keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pemahaman dan koordinasi
dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan, penatausahaan dan
pelaporan keuangan daerah.

c. Perubahan regulasi yang mengakibatkan berubahnya kebijakan akuntansi,
bagan akun standart dan standart akuntansi pemerintahan dalam
pemerintah daerah yang masih belum diubah

4. Pelaksanaan Kegiatan Belum Sesuai Dengan Jadwal Yang Direncanakan
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Dan Cenderung Menumpuk Diakhir Tahun Anggaran, dikarenakan :
a. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dalam melaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
b. Lambatnya pemenuhan persyaratan salur dana transfer
c. Implementasi Penatausahaan BUD pada sistem informasi belum optimal
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah kurang tertib, disebabkan
a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Kurang Tertib
¢. Pemanfaatan dan Pemindahtangan Kurang Tertib

3.2.1 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang melaksanakan beberapa program/ kegiatan sebagai berikut :
1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

meliputi 2 sub kegiatan yaitu:

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan indikator kinerja
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD target kinerja 4 dokumen dengan realisasi kinerja 4
dokumen (100%)

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator
kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD target kinerja 1 dokumen dengan
realisasi kinerja 1 dokumen (100%).

Dianggarakan sebesar Rp. 15.857.000 realisasi sebesar Rp. 15.759.300
dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,38%.

2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi 4 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumiah Orang
yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SKPD target kinerja 1.085 ASN
dengan realisasi 1.183 ASN (109%) karena adanya mutasi masuk ASN dari luar
daerah Kabupaten Lumajang

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
target kinerja 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen (100%)
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c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD target kinerja 12 Dokumen dengan
realisasi 12 Dokumen (100%)

d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator
kinerja Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan target kinerja 2 dokumen dan realisasi kinerja 2 dokumen ( 100%)
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 47.261.378.611 Realisasi Rp.
36.176.591.043 Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
76,54%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi 1 sub kegiatan,

yaitu :

a. Pendidikan dan Pelatthan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan
indicator kinerja Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan target kinerja 63 orang dengan realisasi
kinerja 63 orang (100%)

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 262.054.000 Realisasi Rp.
256.412.727. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
97,84%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan
indikator kinerja Jumliah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Disediakan target kinerja 8 paket dengan realisasi
kinerja 8 paket (100%)

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumiah Paket Bahan
Logistik Kantor yang Disediakan target kinerja 4 paket realisasi kinerja 4 paket
(100%)

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator kinerja

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan
target kinerja 2 paket realisasi 2 paket ( 100%)

d. Penyediaan Bahan/Material dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/
Material yang disediakan target kinerja 2 paket realisasi 2 paket ( 100%)

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
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f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator
kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%).

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.247.839.142 Realisasi Rp.
1.246.100.037. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
99,86%.

5.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3 sub

kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumiah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan
(100%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi dengan indikator kinerja Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan ( 100%)

c. Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%).
Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 723.468.200 Realisasi
Rp. 716.340.275. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
99,01%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah meliputi 4 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya target kinerja 29 unit realisasi 45 unit (155%)
dikarenakan adanya penambahan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
dari OPD pisah-gabung.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah
Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara target 68 unit realisasi 82 unit
(121%) dikarenakan adanya penambahan peralatan mesin yang mengalami
kerusakan.

c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja Jumlah Aset Tak
Berwujud yang Dipelihara target kinerja 3 aplikasi realisasi 3 aplikasi (100%)
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d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan
indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi target kinerja 1 gedung realiasasi 1 gedung (100%).

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp544.093.796 Realisasi Rp.
542.795.695. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
99,76%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah meliputi 13 sub

kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan indikator kinerja Jumlah
Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun target kinerja 2 dokumen realisasi 2
dokumen (100%)

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan
indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang
Disusun target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD dengan indikator kinerja
Jumiah RKA-SKPD yang Diverifikasi target kinerja 5 dokumen realisasi 5
dokumen (100%)

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan
indikator kinerja Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi target kinerja 2
dokumen realisasi 2 dokumen (100%)

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD dengan indikator kinerja
Jumiah DPA- SKPD yang Diverifikasi target kinerja 4 dokumen realsasi 4
dokumen (100%)

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan indikator
kinerja Jumlah DPA- SKPD Perubahan yang Diverifikasi target kinerja 2
dokumen realisasi 2 dokumen (100%)

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan indikator kinerja
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD target 6 dokumen realisasi 6 dokumen (100%)

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan
indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD target 2
dokumen realisasi 2 dokumen (100%)

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan
indikator kinerja Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

target 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
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J- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan indikator kinerja Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan target
kinerja 12 dokumen realisasi 12 dokumen (100%)

k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan indikator kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
target kinerja 12 dokumen realiasasi 12 dokumen (100%)

I. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan target kinerja Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan target kinerja 5
dokumen dengan realisasi 5 dokumen (100%)

m. Pembinaan  Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 60 orang realisasi 60 orang
(100%)

Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 1.053.462.447 Realisasi Rp.
1.052.746.967. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
99,93%.

2.Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah meliputi 7 sub

kegiatan, yaitu:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan indikator kinerja Jumlah
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target kinerja
20.000 Dokumen dengan realisasi 25.375 dokumen (126%) dikarenakan
adanaya penambahan penerbitan SP2D dari SKPD.

b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian, Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD target kinerja 4 dokumen realisasi 4 dokumen (100%)

c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan indikator
kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya target kinerja 25 dokumen realisasi 25 dokumen (100%)

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan indikator kinerja
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
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Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) target kinerja 96 laporan realisasi
96 laporan (100%)

e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait target
kinerja 12 dokumen realiasasi kinerja 12 dokumen (100%)

f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan indikator kinerja Jumlah Petunjuk
Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
dengan target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen (100%)

g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 190 orang realisasi kinerja
190 orang (100%).

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 540.142.600 Realisasi Rp.
488.153.500. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
90,37%

3.Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
meliputi 7 sub kegiatan, yaitu :

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah target kinerja 12 laporan
realisasi 12 laporan (100%)

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan indikator kinerja Jumiah
Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewsjiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban target kinerja
1.164 dokumen realisasi 1.170 dokumen (100,5%)

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi target
kinerja 1 laporan realisasi 1 laporan (100%)

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
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Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota target kinerja 1 dokumen realisasi 1
dokumen (100%)

e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD dengan indikator kerja Jumlah
Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD target kinerja 1 dokumen realisasi 1
dokumen (100%)

f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 183 orang
realisasi 183 orang (100%)

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 394.588.220 Realisasi Rp.
393.246.500. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
97,56%.

4.Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4
sub kegiatan, yaitu :

a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman
pemerintah daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah
Daerah target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)

b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan indikator
kinerja Jumiah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Keuangan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)

c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan indikator kinerja Jumlah
Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak target kinerja 12
laporan realisasi 12 laporan (100%)

d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah
Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota target kinerja 2
laporan realisasi 2 laporan (100%)
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Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 389.100.436.661 Realisasi Rp.
381.604.380.568,14. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran
sebesar 98,07%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1.Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi 12 sub kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Standar Harga dengan indikator kinerja Jumlah Standar Harga
yang disusun target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Daerah dengan indikator kinerja Jumilah Standar Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Standart Kebutuhan
Barang Milik Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi tidak ada dokumen
karena baru berupa konsep yang belum didiskusikan dengan OPD terkait
(Inspektorat, BKD, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum), sehingga Anggaran
yang terserap hanya Uang lembur, sedangkan Biaya Makan Minum Rapat dan
Biaya Cetak belum ter SPJkan.

c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator
kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah target kinerja 2
dokumen realisasi 2 dokumen (100%)

d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator
kinerja Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah target 1 dokumen
realisasi 5 dokumen dikarenakan ada kebijakan baru.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi 1
dokumen (100%)

f. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan
Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah target kinerja 1 laporan (900 sertifikat)
realisasi kinerja 1 laporan (998 sertifikat) dengan capaian kinerja 100%

g. Penilaian Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah target kinerja 8 dokumen realisasi 8 dokumen
(100%)

i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah
dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah target kinerja 25 dokumen

realisasi 32 dokumen (128%)
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j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan
indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah target kinerja 3 laporan realisasi 3 laporan (100%)

k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumiah
Laporan Barang Milik Daerah yang disusun target kinerja 1 laporan realisasi 1
laporan (100%)

I. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan indikator kinerja Jumiah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten target kinerja 325 orang realisasi
325 orang (100%)

Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. Rp. 1.875.783.000 Realisasi Rp.
1.655.768.863 dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar
88,27%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, jumlah alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 443.096.704.307 Dari total anggaran tersebut
realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar 424.217.218.185,14 atau sebesar 95,73%
Secara detil penyerapan anggaran tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU REALISASI %

PROGRAM PENUNJANG
1. | URUSAN PEMERINTAHAN 50.054.690.749 38.953.999.077 | 77,82%
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
1. | dan Evaluasi Kinerja 15.857.000 15.759.300 | 99,38%
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
1. 9.536.000 9.468.500 | 99,29%
Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan

2; 6.321.000 6.290.800 | 99,52%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Administrasi Keuangan

2. 47.261.378.611 36.176.591.043 | 76,54%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan

1. 46.432.370.411 35.347.758.893 | 76,12%
ASN
Penyediaan Administrasi

2. 661.864.200 661.752.400 | 99,98%

Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan
3. | Pengujian/Verifikasi Keuangan 143.084.000 143.081.000 | 99,99%
SKPD
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Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

4. 24.060.000 23.998.750 | 99,74%
Tanggapan Pemeriksaan
Administrasi Kepegawaian

3. 262.054.000 256.412.727 | 97,84%
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1. ) 262.054.000 256.412.727 | 97,84%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat

4. 1.247.839.142 1.246.100.037 | 99,86%
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi

1. | Listrik/Penerangan Bangunan 5.156.000 5.153.909 | 99,95%
Kantor

2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 448.039.342 446.941.405 | 99,75%
Penyediaan Barang Cetakan dan

3. 429.176.200 429.169.950 | 99,99%
Penggandaan

4. | Penyediaan Bahan/Material 6.431.600 6.247.000 | 97.12%

5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.145.000 28.092.831 | 99,81%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

6. . 330.891.000 330.494.942 | 99,88%
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang

5. | Urusan Pemerintahan 723.468.200 716.340.275 | 99,01%
Daerah

1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.368.000 9.165.400 | 97,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi,

2, o 386.699.000 383.348.086 | 99,13%
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan

3. 327.401.200 323.826.789 | 98,90%
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik

6. | Daerah Penunjang Urusan 544.093.796 542.795.695 | 99,76%
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

1. . ) 164.833.700 164.550.834 | 99,82%
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2. ) 99.600.000 99.284.295 | 99,68%
Lainnya

3. | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 200.000.000 199.344.900 | 99,67%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung

4. ) 79.660.096 79.615.666 | 99,94%
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN

Z, 391.166.230.558 | 383.607.450.145.,14 | 98,06%
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan

1. 1.053.462.447 1.052.746.967 | 99,93%

Rencana Anggaran
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Daerah

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

34.789.020

34.789.020

100%

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

48.769.747

48.769.747

100%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

138.080.000

138.080.000

100%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

40.610.000

40.610.000

100%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

74.500.824

74.497.508

99,99%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

34.261.458

34.260.236

99,99%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

130.965.051

130.763.601

99,84%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

90.274.469

90.085.977

99,79%

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

76.881.878

76.730.878

99,80%

10.

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pendapatan

119.750.000

119.720.000

99,97%

1.

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Belanja Daerah

114.590.000

114.575.000

99,98%

12,

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

129.590.000

129.565.000

99,98%

13.

Pembinaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

20.400.000

20.300.000

99,50%

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

540.142.600

488.153.500

90,37%

Koordinasi dan Pengelolaan Kas

Daerah

140.134.000

136.776.000

97,60%

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

5.318.000

3.279.000

61,65%

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,

138.080.000

136.909.200

99,15%

“
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Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

87.322.000

80.194.000

91,83%

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi Terkait

61.010.000

43.591.000

71,44%

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

52.586.600

42.442.600

80,70%

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

55.692.000

44.961.700

80,73%

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

472.188.850

462.169.110

97,87%

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

146.965.200

144.582.000

98,37%

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

73.800.000

72.200.000

97,83%

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

131.567.400

131.000.425

99,99%

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala

69.270.000

69.268.185

99,99%

m
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Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Analisis Laporan
5. | Pertanggungjawaban 4.917.250 1.600.000 | 32,53%
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan dan

Panduan Teknis Operasional
6. ) 24.563.000 23.337.500 | 95,01%
Penyelenggaraan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
7 | dan Pertanggungjawaban 21.106.000 20.181.000 | 95,61%
Pemerintah Kabupaten/Kota

Penunjang Urusan Keuangan
4. 389.100.436.661 | 381.604.380.568,14 | 98.07%
Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis Perencanaan dan
1. | Pelaksanaan cicilan pokok dan 9.343.427 .505 9.343.427.504 100%
bunga pinjaman pemerintah daerah

Anafisis Perencanaan dan
2. 346.096.431.510 345.186.116.590 | 99,73%
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pengelolaan Dana Darurat dan

3. 23.684.030.921 | 17.098.289.749,14 | 72,19%
Mendesak
Pengelolaan Dana Bagi Hasil

4, 0.976.546.725 0.976.546.725 | 100%
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN

3. 1.875.783.000 1.655.768.963 | 88,27%
BARANG MILIK DAERAH

1. | Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.875.783.000 1.655.768.963 | 88,27%

1. | Penyusunan Standar Harga 74.908.200 74.561.000 | 99,53%
Penyusunan Standar Barang Milik

2. | Daerah dan Standar 9.220.000 6.782.000 | 73,55%

Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan
3. - 12.921.600 12.847.600 | 99,42%
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan
4, N 27.130.000 26.513.000 | 97,72%
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik

5. 10.090.700 10.083.700 | 99,93%
Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah 1.143.872.000 1.005.407.000 | 87,89%
Penilaian Barang Milik Daerah 6.012.000 5.904.000 | 98,20%
Pengawasan dan Pengendalian

8. N 13.310.000 13.139.000 | 98,71%
Pengelolaan Barang Milik Daerah

9. | Optimalisasi Penggunaan, 218.651.000 175.704.200 | 80,35%
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Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka

10. | Penyusunan Laporan Barang 18.046.600 17.932.100 | 99,36%
Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik

11. po 9 27.055.400 27.051.400 | 99,98%
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang

12. | Milik Daerah Pemerintah 314.565.500 279.843.963 | 88,96%
Kabupaten/Kota

LKjIP Badan Pengalola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Tahun 2022 43




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah  Kabupaten Lumajang Tahun 2022 merupakan  perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang berdasar pada
akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai
kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak,
LKiIP juga merupakan media pertanggung jawaban kepada publik yang dapat
digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab.

B. Saran

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
sebagaimana misi yang menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah, harus diciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap
seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini
kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat
merugikan negara, serta memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui program dan kegiatan yang efektif dan efisien melalui proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai.

Lumajang, 26 Januari 2023
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